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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Instansi yang maju dituntut untuk mampu menyesuaikan diri serta terus melakukan 

perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Mewujudkan pemerintahan yang baik 

menjadi suatu hal yang harus terpenuhi. Prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, antara 

lain : akuntabilitas yang diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan 

kinerjanya; keterbukaan dan transparansi (opennes and transparency) dalam arti 

masyarakat tidak hanya dapat mengakses sutu kebijakan tetapi juga ikut berperan dalam 

proses perumusannya; ketaatan hukum dalam artian seluruh kegiatan didasarkan pada 

aturan hukum yang berlaku dan aturan hukum tersebut dilaksanakan secara adil dan 

konsisten; dan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pemerintahan umum dan 

pembangunan. 

Konteks dalam penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan 

pemerintahan menjadi suatu tuntutan utama oleh karena masyarakat mulai kritis dalam 

memonitor dan mengevaluasi manfaat serta nilai yang diperoleh atas pelayanan dalam 

instansi pemerintah. Disisi lain pengukuran keberhasilan maupun kegagalan instansi 

pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sulit dilakukan secara objektif 

karena belum diterapkannya sistem pengukuran kinerja yang dapat menginformasikan 

tingkat keberhasilan secara objektif dan terukur dari pelaksanaan program-program di 

suatu instansi pemerintah. Organisasi merupakan suatu kesatuan kompleks yang berusaha 

mengalokasikan sumber daya manusia secara penuh demi tercapainya suatu tujuan. 

Apabila suatu organisasi mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka dapat 

dikatakan bahwa organisasi tersebut efektif. Salah satu tujuan dari organisasi adalah
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peningkatan kinerja aparatur. Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang 

dicapai oleh seorang aparatur dalam melaksanakan pekerjaannya. Seiring dengan 

perkembangannya, semua organisasi dituntut untuk dapat bersaing memberikan pelayanan 

yang maksimal, tidak terkecuali organisasi pemerintah. Demikian pula halnya dengan 

aparat pemerintah.Armstrong dan Baron (dalam Wibowo 2007:2) menjelaskan bahwa 

kinerja (performance) adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari 

pekerjaan tersebut.Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat 

dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi 

ekonomi. Sedangkan menurut Widodo (2006:78) mengatakan bahwa kinerja adalah 

melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya 

dengan hasil seperti yang diharapkan.Dari definisi di atas kinerja lebih ditekankan pada 

tanggungjawabdengan hasil yang diharapkan. Kemudian Menurut Mahsun (2006:25) 

kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu 

kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran,tujuan,misi, dan visi organisasi 

yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi.  

Sumber daya manusia harus diarahkan dan dikoordinasikan untuk menghasilkan 

kontribusi terbaik bagi organisasi,sehingga apa yang menjadi tujuan organisasi dapat 

terwujud. Sumber daya manusia meliputi semua orang yang berstatus anggota dalam 

organisasi yang memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing.  

Kinerja aparatur dalam suatu organisasi publik menjadi sangat penting. Informasi 

mengenai kinerja aparatur dan faktor-faktor yang ikut berpengaruh terhadap kinerja 

aparatur sangat penting untuk diketahui sehingga pengukuran kinerja aparatur hendaknya 

dapat diterjemahkan sebagai suatu kegiatan evaluasi untuk menilai atau melihat 

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dibebankan kepadanya.  
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Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 

pasal 12 ayat 1 dan 2 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja di Lingkungan 

Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa : 

1. Instansi pemerintah melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan 

memperhatikan capaian indikator kinerja untuk melengkapi informasi yang 

dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan 

peningkatan akuntabilitas kinerja. 

2. Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara 

berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, 

hambatan maupun informasi lainnya. 

Aparatur negara dituntut untuk memiliki kinerja yang baik, sehingga perlu adanya 

penilaian kinerja secara proporsional terhadap setiap program dan aktivitas aparatur. 

Penilaian kinerja Aparatur Sipil Negara dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 10 Tahun 1979 Tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Aparatur Sipil Negara. 

Unsur-unsur yang dinilai dalam melaksanakan penilaian pelaksanaan pekerjaan adalah 

kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, prakarsa, dan 

kepemimpinan. Dengan penilaian ini, setiap aparatur mampu menilai ketetapan strateginya, 

menangani segala urusan administrasi seperti gaji, promosi, pemberian sanksi bagi yang 

melanggar ketentuan keaparaturan dan lain sebagainya. 

Selain itu Aparatur Sipil Negara juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 05 Tahun 

2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Undang-Undang tersebut menjelaskan tentang 

pengertian Aparatur Sipil Negara (ASN), asas, prinsip, nilai dasar, kode etik, kode 

perilaku, jenis, status, kedudukan ASN, dan hal-hal lain yang menyangkut Aparatur Sipil 

Negara (ASN). 
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Seiring dengan perkembangannya, semua organisasi dituntut untuk dapat bersaing 

memberikan pelayanan yang maksimal, tidak terkecuali organisasi pemerintahan. 

Demikian halnya dengan aparat pemerintah sebagai abdi masyarakat dan abdi pemerintah 

juga dituntut untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat karena hal tersebut 

sudah merupakan salah satu fungsi yang harus dijalankan oleh pemerintah. Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau merupakan salah 

satu organisasi pemerintahan yang harus dapat memberikan pelayanan yang prima bagi 

masyarakat.Kemajuan suatu instansi seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau sangat ditentukan dari kinerja dan keefektifan para 

pegawai dalam menjalankan tugasnya. Setiap instansi pada umumnya mengharapkan para 

pegawainya mampu melaksanakan tugasnya dengan efektif, efisien, produktif dan 

professional.  

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau 

(DPMPTSP) mempunyai beberapa tugas pokok dan fungsi, di antaranya adalah 

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan 

perizinan terpadu dan penanaman modal yang menjadi kewenangan desentralisasi, tugas 

dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana di atas, 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintumenyelenggarakan fungsi: 

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pelayanan Perizinan Terpadu dan 

Penanaman Modal; 

2. Penyelenggaraan tugas di bidang Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman 

Modal; 

3. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang 

Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal; 

4. Pelaksanaan urusan kesekretariatan; 
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5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur di bidang Pelayanan 

Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal ; 

Sebelum bergabung dengan penanaman modal, Badan Pelayanan Perizinan Kota 

Lubuklinggau memiliki 13 jenis perizinan, namun setelah bergabung dengan penanaman 

modal jenis perizinannya pun bertambah menjadi 72 jenis perizinan. Pada bidang perizinan 

usaha sendiri terdapat 38 jenis perizinan, salah satunya adalah Tanda Daftar Perusahaan 

(TDP). 

Tanda Daftar Perusahaan (TDP) adalah Suatu daftar catatan resmi yang 

menjelaskan bukti bahwa Perusahaan/Badan usaha yang anda jalankan sudah terdaftar dan 

disahkan oleh pejabat yang berwenang, juga sudah berdasarkan ketentuan undang-undang 

atau peraturan-peraturan dalam pelaksanaannya. Setiap Perusahaan yang berbentuk 

Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), perorangan, Koperasi, 

dan Bentuk Usaha Lainnya (BUL), Termasuk Perusahaan asing dengan status kantor pusat, 

kantor tunggal, kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan, agen perusahaan, dan 

perwakilan perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia wajib didaftarkan dalam Tanda Daftar Perusahaan 

(TDP).Pendaftaran wajib dilakukan oleh owner atau pengurus perusahaan atau dapat 

diwakilkan kepada orang lain tapi dengan syarat memberi surat kuasa. Kewajiban 

melakukan pendaftaran dalam Tanda Daftar Perusahaan(TDP) ini diatur dalam Undang – 

Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, khususnya pasal 5, yang 

isinya “setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan”. Tanda Daftar 

Perusahaan (TDP) di setiap perusahaan berlaku selama Perusahaan tersebut masih 

beroperasi dan wajib didaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun. Ada beberapa perusahaan 

yang tidak perlu melakukan daftar perusahaan dengan beberapa karakteristik, yaitu setiap 
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perusahaan yang berbentuk jawatan (Perjan) dan perusahaan kecil perorangan yang tidak 

memerlukan izin usaha. 

Setiap surat izin yang akan diterbitkan memiliki Standar Operasional Prosedur 

(SOP) masing-masing, begitu pula dengan penerbitan surat izin Tanda Daftar Perusahaan 

(TDP). SOP penerbitan surat izin Tanda Daftar Perusahaan , yaitu : 
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Dari tabel 1, dapat dilihat bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) penerbitan 

surat izin Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang ada di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 

dan Penanaman Modal telah disusun dengan baik. Saat ditemui, ibu Diana Ruffini, ST 

selaku kepala bidang perizinan usaha mengatakan, “untuk SOP penerbitan surat izin TDP 

jangka waktunya tiga hari kerja setelah verifikasi ke lapangan, kalau dihitung dari 

pengumpulan berkas kurang lebih jangka waktunya sampai izin diterbitkan sekitar lima 

hari kerja dek.” 

Pegawai yang bertugas pada pelayanan penerbitan surat izin Tanda Daftar 

Perusahaan (TDP) yaitu 1 orang pada loket informasi, 1 orang kasubbid, 1 orang kabid, 1 

orang back office/staf, 1 orang sekretaris, 1 orang kepala dinas, 1 orang petugas loket 

pengambilan izin/SKRD), dan beberapa tim teknis yang terdiri dari orang-orang di dalam 

instansi maupun dari luar instansi seperti tim dari dinas kesehatan, lingkungan, dan lain 

sebagainya. 

Berikut ini adalah jumlah surat izin Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang di 

keluarkan pada tahun 2016, yaitu : 

Tabel 2. Data Penerbitan Surat Izin Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Tahun 2016 

No Bulan Jumlah surat 

izin yang 

didaftarkan 

Jumlah surat 

izin yang di 

keluarkan 

Jumlah surat izin 

yang sesuai SOP 

Jumlah surat 

izin yang tidak 

sesuai SOP 

1 Januari 54 izin 49 izin 19 izin (38,8%) 30 izin(61,2%) 

2 Februari 66 izin 79 izin 46 izin (58,2%) 33 izin (41,8%) 

3 Maret 75 izin 68 izin 31 izin (45,6%) 37 izin (54,4%) 

4 April 77 izin 74 izin 22 izin (29,8%) 52 izin (70,2%) 

5 Mei 51 izin 54 izin 19 izin (35,1%) 35 izin (64,9%) 
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6 Juni 59 izin 61 izin 38 izin (62,3%) 23 izin (37,8%) 

7 Juli 44 izin 32 izin 14 izin (43,8%) 18 izin (56,2%) 

8 Agustus 59 izin 64 izin 23 izin (36,0%) 41 izin (64,0%) 

9 September 54 izin 53 izin 21 izin (39,7%) 32 izin (60,3%) 

10 Oktober 32 izin 44 izin 19 izin (43,1%) 25 izin (56,9%) 

11 November 54 izin 54 izin 22 izin (40,8%) 32 izin (59,2%) 

12 Desember 33 izin 37 izin 15 izin (40,6%) 22 izin (59,4%) 

 jumlah 658 izin 669 izin 289 izin (43,2%) 380 izin (56,8%) 

Sumber : Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kota Lubuklinggau dan 

diolah oleh penulis (dengan pembulatan 1 angka dibelakang koma). Data ini diambil pada 

tahun 2016 saja karena tidak tersimpannya data 3 tahun terakhir di instansi tersebut. 

 

 Dari tabel 2 dapat dilihat bahwa penerbitan surat izin Tanda Daftar Perusahaan 

(TDP) yang tidak sesuai dengan SOP pada setiap bulannya hampir mencapai setengah dari 

jumlah surat yang di terbitkan tiap bulannya. Jumlah penerbitan surat izin Tanda Daftar 

Perusahaan (TDP) yang tidak sesuai dengan SOP pada tahun 2016 lebih banyak dari pada 

jumlah penerbitan surat izin Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang sesuai SOP. 

 Dalam segi kearsipan berkas, pada berkas surat izin Tanda Daftar Perusahaan 

(TDP), terdapat beberapa masalah seperti tidak adanya tanggal di data surat masuk, contoh 

surat izin TDP yang di urus oleh Bapak Purwanto dengan nama perusahaan PT. Mitra 

Ternak Sejahtera yang diterbitkan pada tanggal 1 Februari 2016 namun pada arsip surat 

masuk tidak tertera tanggal berkas PT tersebut masuk ke instansi. Selain itu, masalah yang 

sama juga terlihat di arsip surat yang diterbitkan. Ada beberapa surat izin yang tidak 



12 
 

 
 

dituliskan tanggal diterbitkannya. Serta adanya ketidak sesuaian tanggal surat masuk dan 

surat keluar. Contohnya, berkas surat izin TDP CV Indo Suma yang di urus oleh Hj. Ratna 

Juwita masuk pada tanggal 7 Maret 2016 namun di dalam data surat  izin yang diterbitkan, 

surat izin TDP CV Indo Suma telah terbit pada tanggal 5 Maret 2016.  

Menurut Kepala Bidang Perizinan Usaha dan salah satu pegawai di bidang tersebut, 

keterlambatan penerbitan surat izin Tanda Daftar Perusahaan (TDP) terjadi karena 

beberapa faktor, seperti masyarakat yang terlambat melengkapi berkas surat izin yang akan 

diurus, Kepala Bidang Perizinan Usaha atau Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 

Dan Penanaman Modal Kota Lubuklinggau sedang tidak berada ditempat saat akan 

melegalkan penerbitan surat izin tersebut, selain itu hal yang dapat menjadi faktor 

penghambat penerbitan surat izin Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yaitru rekomendasi tim 

teknis yang di tunjuk saat survei atau pengecekan ke lokasi.  

 Untuk absensi dan jam kerja, peneliti tidak mendapatkan data absensi selama tahun 

2016. Namun saat peneliti melakukan observasi awal ke instansi tanggal 1 Maret 2017 

kurang lebih pada pukul 15.00 WIB, instansi tersebut sudah tampak sepi. Seperti di ruang 

perizinan usaha, perizinan non usaha, dan beberapa ruang lainnya terlihat telah kosong, 

hanya ada beberapa pegawai di ruang pelayanan padahal jam operasional instansi 

pemerintah kurang lebih sampai dengan pukul 16.00 WIB. 

berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang 

berjudul “Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Bidang Perizinan Usaha Pada Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau (Studi 

Pada Surat Izin Tanda Daftar Perusahaan (TDP))”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

“Bagaimana Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Bidang Perizinan Usaha Pada Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau?” 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Bidang Perizinan Usaha 

Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Manfaat Teoritis  

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sumbangan informasi yang 

terkait dengan Kinerja Pegawai. Terutama pada Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau bidang perizinan usaha dalam 

mewujudkan kinerja yang baik lagi.  

2. Manfaat Praktis  

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan informasi bagi 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau 

agar dapat menilai kinerja pegawainya. 
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